BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor S50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati Mempawabh;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan /Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan

Desa  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita

Negara  Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/
PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigarasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 552);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor S
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah Kabupaten Mempawah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten = Mempawah
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
MEMPAWAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 15
Tahun 2017 tentang Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten
Mempawah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2017 Nomor 15), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli
sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Tahap II, paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
persen).

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

{4) Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa
Menyampaikan :
a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan

b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
sebelumnya

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap 1.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan
dalam APBDesa.

Y T e — .




2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan

capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada
Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian output
tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat
tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;

b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian output
tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya
lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa
Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas
sebagaimana dimaksud Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan
Bupati.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Mempawah r

Ditetapkan | di Mempawah

Diurptiokan di Mempawah pada tangga

SEKHETARN

\
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BUPATI NEMPAWAH,

' L —
MOCHRIZAL RIA NORSAN

EERITA DAERAN KABUPATLN MEMPAWAH
TAHUN ....... essees NOMOR .....ceenennne.



